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MOTTO 
“Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 
pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, 
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan 
keadilan dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. Maka engkau 
akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran bahkan setiap 
jalan yang baik.” 
 (Amsal 2 : 6-9) 
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dicurahkan untuk proses penulisan ini, tidak lain adalah berkat dan tuntunan dari Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Penulisan skripsi yang berjudul “Pengenaan Sanksi Adat “Epkeret” Terhadap Kasus 
Pembunuhan Dalam Masyarakat Adat di Pegunungan Buru Selatan” dimaksud untuk melengkapi 
tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Staya Wacana. Pembahasan dalam skripsi ini 
mengenai Pengenaan Sanksi Adat “Epkeret” dalam kasus Pembunuhan dalam Masyarakat Adat 
di Pegunungan Buru Selatan. 
Pada penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan 
dalam 3 (tiga) bab, yaitu : 
BAB I – Pendahuluan  
Pada Bab ini, penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang diangkat 
dalam penulisan skripsi ini.  
BAB II – Pembahasan  
Pada Bab ini penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai permasalahan yang diangkat 
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“Pengenaan Sanksi Adat “Epkeret” Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Masyarakat Adat di 
Pegunungan Buru Selatan”. 
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banyak kekurangan. Dengan menyadari keterbatasan yang ada maka penulis dengan senang hati 
menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan skripsi 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul Pengenaan Sanksi Adat “Epkeret” Terhadap Kasus Pembunuhan 
Dalam Masyarakat Adat Di Pegunungan Buru Selatan. Pengenaan menurut kamus besar Bahasa 
Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan. Dengan kata lain 
pengenaan ada karena ada proses mengenai suatu perbuatan. 
Sanksi adat “Epkeret” lahir akibat adanya suatu perbuatan pembunuhan yang terjadi 
dalam masyarakat adat di Pegunungan Buru Selatan, dan merupakan suatu mekanisme 
penyelesaian masalah yang timbul dan  menyebabkan permasalahan itu harus diselesaikan 
secepatnya guna untuk memulihkan (restorasi) kembali hubungan antara keluarga korban, 
keluarga pelaku, maupun warga masyarakat yang rusak akibat dari adanya perbuatan 
pembunuhan tersebut. 
Cara ini adalah salah satu cara yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan 
yang timbul akibat adanya perbuatan pembunuhan, dengan keluarga pelaku mendirikan orang 
pengganti untuk menggantikan korban, setelah didirkan sebagai pengganti untuk menggatikan 
korban, orang yang diirikan sebagai pengganti akan masuk dan hidup dalam bersama-sama 
dengan keluarga korban, dan dianggap seperti anak mereka sendiri. Semua proses pengenaan 
sanksi adat “Epkeret ini dilandasi dengan sumpah adat atau Esmake yang mempunyai arti dan 
makna yang sangat mengikat dan jika sampai dilanggar akan menimbulkan dampak yang tidak 
baik bagi yang melanggar sumpah. Dengan adanya pengenaan sanksi adat  dan apabila sudah 
dilakukan tidak akan pernah ada dendam yang berlanjut, antara keluarga korban, pelaku, 
keluarga pelaku dan antar warga dalam masyarakat, semuanya berakhir sejak adanya pengenaan 
sanksi adat “Epkeret” 
 
Kata Kunci : Pengenaan, Sanksi Adat Epkeret, Kasus Pembunuhan, Sumpah, Masyarakat 
Adat, Buru Selatan. 
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